PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR g9’ TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT,

bahwa pembangunan Daerah mencakup semua dimensi dan
aspek kehidupan termasuk pembangunan keluarga sebagai
unit sosial terkecil masyarakat yang harus dibina dan
dikembangkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan
makmur sesuai cita-cita luhur dan jati diri bangsa Indonesia;

. bahwa pengaruh globalisasi dan perkembangan di bidang

sosial, ekonomi, budaya serta teknologi informasi, selain
menyediakan kesempatan untuk maju dan berkembang juga
telah mengubah dan menggeser tatanan ketahanan keluarga,
sehingga keluarga harus menjadi basis kebijakan publik;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b perlu disusun kebijakan Daerah
tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga,
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Barat;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;
. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal
4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950
tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4235);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4419);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang

Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang
Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012
tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117);
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15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 10 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 124);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Menetapkan

dan
GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan
Keluarga Berencana Daerah yang selanjutnya disebut Badan
adalah Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Jawa Barat.

7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD
adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Daerah yang bidang tugasnya berkaitan dengan bidang
ketahanan keluarga.

8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri
dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan
anaknya, atau ibu dan anaknya.

9. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga
yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung
kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna
hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya
untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan
lahir dan kebahagiaan batin.

10. Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya
komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif dan
optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah,
Pemerintah Kabupaten/Kota, pemangku kepentingan terkait
dan masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimalisasi
keuletan dan ketangguhaan keluarga untuk berkembang guna
hidup harmonis dalam  meningkatkan  kesejahteraan
kebahagiaan lahir dan batin.
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11.Keluarga Berkualitas adalah kondisi keluarga yang mencakup
aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya,
kemandirian keluarga, dan mental spiritual serta nilai-nilai
agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga
sejahtera.

12.Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk
berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi
kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang
serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara
keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

13.Keluarga Prasejahtera adalah keluarga yang tidak dapat
memenuhi salah satu indikator atau lebih dari 6 (enam)
indikator ~ penentu, yaitu pangan, sandang, papan,
penghasilan, kesehatan dan pendidikan.

14.Keluarga Rentan adalah keluarga yang dalam berbagai
matranya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk
mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik
dan/atau nonfisiknya.

15. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa
depan yang tepat, melalui wurutan pilihan, dengan
memperhitungkan sumberdaya yang ada.

Bagian Kedua
Asas
Pasal 2

Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga,
dilaksanakan dengan berasaskan:

a. norma agama,;
perikemanusiaan;
keseimbangan;
manfaat;
perlindungan;
kekeluargaan;
keterpaduan;
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. partisipatif;

pi v

legalitas; dan
j. nondiskriminatif.

Bagian Ketiga
Maksud dan Tujuan
Paragraf 1
Maksud
Pasal 3

Maksud penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga
adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan kemampuan,
kepedulian, serta tanggung jawab Pemerintah Daerah, keluarga,
masyarakat, dan dunia usaha dalam  menciptakan,
mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhan keluarga.



Paragraf 2
Tujuan
Pasal 4

Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga bertujuan
untuk:

a. terwujudnya kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan
fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga
dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju
keluarga sejahtera lahir serta batin; dan

b. harmonisasi dan sinkronisasi upaya pembangunan ketahanan
keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah,
masyarakat, serta dunia usaha.

Paragraf 3
Kedudukan
Pasal 5
Peraturan Daerah ini berkedudukan sebagai :

a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dan  Pemerintah
Kabupaten/Kota dalam  penyelenggaraan pembangunan
ketahanan keluarga;

b. pedoman bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan
dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga; dan

c. pedoman bagi keluarga dalam pemenuhan kebutuhan untuk
mewujudkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup
Pasal 6

Ruang lingkup penyelenggaraan pembangunan ketahanan
keluarga, meliputi:

a. perencanaan;

. pelaksanaan;

wali anak dan pengampuan;
lembaga;

koordinasi;

kerjasama;

sistem informasi; dan
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. penghargaan dan dukungan.

BAB II
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Perencanaan Jangka Panjang dan Menengah
Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah menyusun rencana jangka panjang dan
menengah pembangunan ketahanan keluarga sesuai kebijakan
nasional di bidang ketahanan keluarga.



